SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI
MOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KED{RY TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

sieabnthang © a. bahwa berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIMD) Kabupaten Kediri Tahun 2011 — 2015 dan sesuai
Nota Dinas Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Kediri Nomor
050/5652/418.60/2012 tanggal 14 Juni 2012 perihal Draf Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2013
serta Berita Acara Rapat Nomor 400/ 1098/418.60/2012 tanggal 13
Juni 2012, perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKFD) Kabupaten Kediri Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2013;

Mengingat : L undang-Undang Nomor 28 Tehun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersin dan Eebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahar Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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6.

g.

10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lemboran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Jndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembcran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I omor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2074 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 4437)
sebagaimana telah ozberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4844);

“Undarg-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tertang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Leraharan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undeng Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

“rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undaing Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bancana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(_embaran Wegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
(ndonesia Tahun 201% Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);
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12,

13,

14,

16.

Paraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Iieuangan Pmpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tamhahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah bzberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indunesia Tahun 2037 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

euangan Caerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repdblik Indonesia
Nomor 4578);

Foraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Fedoman
Peinbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Deerah (Lemtaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
ficgara Republik Indonesic. Nomor 4604);

Peraturan Pemeiintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Ferwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
pemerintahan Caerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tembahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

5 peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintan, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembvaran
Negara Pepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
i embaran [{2gara Republik Indonesia Nomor 4737);
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20.
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22,

24.

23

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Parangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahian 'embaran N gara Republik Indonesia

‘Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penvelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturar, Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik
Indoiesic. Nomor 4816);

.. Feraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusuran, Pengendalian dan Evaluasi Peiaksanaan Rencana
pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20N8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lemparan Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

 peraturan Presiden Noinor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

Seraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telat: diubah dengan
seraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;

veraturar, Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomar 21 Tabun 2011, ‘

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturar Pem.erintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
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Menetapkan

27.

29,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tanun 2011 tentang
Pecloman Painberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
4nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012;

3. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nonior Nomor 37 Tahun 2012

teatang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tabhiun Anggaran 2013;

Feraturan Dacrah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
kabupaten Kediri Tahun 2011-2015 (l.embaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 90);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN EUPAT! TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2013.
Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri
Tahun 2013 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabunaten Kediri dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang

-penjabarannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Bupati ini.
Pasal 2

Rencana Kerja Pembanguran Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri
Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengeh Daerah (RPIMD) Kabupaten Kediri Tahun 2011 -
2015, remuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah,
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah dan rencana kerja dan pendanaan Tahun Anggaran 2013,
vang dilaksanakan iangsung oleh Pemerintah Kabupaten Kediri
dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pasal 3

Relcana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri
Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan
sebagai :
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a. Pedoman pagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyust
rancangen Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten
Kediri Tahuri Anggaran 2013;

L. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Kediri 1alam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja — SKPD) Tahun 2013.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas PIt. Kepala
Bappeda Kabupaten Kediri Nomor 050/5652/418.60/2012 tanggal
14 Juni 2012 perinhal Draf Rencara Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2C13 dan Berita Acara Rapat Nomor
400/1098/118.60/2012 tanggal 13 Juni 2012 serta mulai berlaku
pada tanggal diundangkan

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempacannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pade tanggal 15— 6 — 2012

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

Pada tanggal 15-6 - 2012 Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

SEKHETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

it KEPATA B §IAN HUKUM

SUPOYO (
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI o .

TAHUN 2012 NOMOR 23 ~—Penafa Tingkat I
NIP. 19670307 199003 1 008

Xiv




